
 
 
 
 
 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 5 /Kep.Bup/BKAD/2024D/2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 

TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN 
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Pejabat        
definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat dan usulan perubahan pengguna anggaran. Untuk 

kelancaran pengelolaan keuangan daerah, maka terhadap 
Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 

657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 

657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2755); 

  2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 
5); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 
1); 

10.   Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2023 Nomor 22); 
 

 
Memperhatikan : Usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang 
Perubahan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 2024. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat 
Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran                   

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2024 Pada Nomor urut 7, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 

24 dan 29 kolom 3 diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

 
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 5 Januari 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

ttd 
 

ANWAR SADAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 
NIP. 19870811 201101 1 001 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  5/Kep.Bup/BKAD/2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 
TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA 

PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

 

NO. 

URUT 

PEJABAT SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH 
PENGGUNA ANGGARAN 

 
BENDAHARA PENERIMAAN 

 

BENDAHARA PENGELUARAN  KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

7. Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat 

MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE, 

MM  – IV/b 
NIP. 19730602 199303 1 004 

Kepala DTPH 

 

 

 

EVA MARTINI MAGDALENA, 

S.S.AP - III/c 
NIP. 19850926 200604 2 001 

(Sdr. MUHAMMAD 

RIZAPAHLEVI, SE, 
MM    

menggantikan Sdr. 

Ir. ZULFITRI) 

 
9. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat 

 

SYAFRUN, ST – IV/a 

NIP. 19821126 201001 1 015 

Kepala Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

 
 

 ABD. MAJID – III/a 

NIP. 19801010 200701 1 035 

 

 

 

(Sdr. SYAFRUN, ST 

Pengangkatan 

sebagai Pejabat 

Definitif) 

12. Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
 

EKO SUWELLO, ST  - IV/b 

NIP. 19741022 200501 1 010 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 

 

NENENG HASANAH, S.TP  –  

III/c 
NIP. 19820603 201502 2 001 

 

 

FEBRIANTO AL IHKAM, S.Tr.IP  

- III/a 
NIP. 19990227 202108 1 002 

(Sdr. EKO 

SUWELLO, ST    
menggantikan Sdri. 

DEBBIE MARTHA 

SAGITA, S.Kom., 

ME) 

 

 

14. 

 
 

 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat 

 

 

MUHAMMAD NATSIR, S.IP - IV/a  

NIP. 19840624 201101 1 005 
Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

 

 

 

SYARIFUDIN – III/a 

NIP. 19790322 200701 1 010 
 

 

(Sdr.   MUHAMMAD 

NATSIR, S.IP 
Pengangkatan 

sebagai Pejabat 

Definitif) 
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NO. 

URUT 

PEJABAT SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH 
PENGGUNA ANGGARAN 

 
BENDAHARA PENERIMAAN 

 

BENDAHARA PENGELUARAN  KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

19. Dinas Koperasi, Usaha  Kecil, 

Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat 

 

SAWALUDDIN F TANJUNG, 

SE.,M.Si  – IV/a 
NIP. 19780506 201101 1 001   

Kepala DKUKMPP 

 

 

NADYA DIMAR HIDAYATI, ST  

-  III/a 
NIP. 19911007 201903 2 001 

HELVIANI PUTRI, SH  – III/a 

NIP. 19921025 201903 2 001 
 

 

 

(Sdr.  

SAWALUDDIN F 
TANJUNG, SE.,M.Si     

menggantikan Sdr. 

H. MULYADI, S.Pd., 

M.Kes) 

 

20. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

M. HAVIZ, SE   – IV/a 

NIP.  19740613 199602 1 001 

Kepala  Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

 

 

 
SUPRIYANTO, S.IP – III/a 

NIP. 19841016 200604 1 002 

 

 

(Sdr. M. HAVIZ, SE 

menggantikan Sdr. 

AHMAD HUSAINI, 

SE) 
 

 

22. Dinas Perikanan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

HAPRIANSYAH, S.St.Pi  – IV/a                        

NIP. 19801225 200904 1 002 

Kepala Dinas Perikanan 

 

 

 

ESRON SAMUEL LIMBONG, 

S.Pi  – III/d 

NIP. 19810303 201101 1 004 

 

 

FADRIAN, SH – III/c 

NIP. 19790625 200801 1 002 

(Sdr.    

HAPRIANSYAH, 

S.St.Pi 

Pengangkatan 

sebagai Pejabat 

Definitif) 
 

24. Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
 

 

Drs. RIDUWAN  – IV/a 

NIP. 19740306 200012 1 001 
Kepala Dinas Perkebunan dan 

Peternakan 

 

 

M. HASAIN – II/d 

NIP. 19771231 200901 1 039 
 

 

RUDI YAHMAN, S.Hut – III/d 

NIP. 19781122 200902 1 004  

 
 

(Sdr. Drs. 

RIDUWAN  
Pengangkatan 

sebagai Pejabat 

Definitif) 

 

  29. Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 
 

SALDI, SH – IV/a 

NIP. 19730306 200501 1 004 

Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah 

 

 SURIPTO – III/a 

NIP. 19770712 200604 1 010 

 

 

(Sdr. SALDI, SH  

menggantikan Sdr. 

H. ANGSORI, S.Ag., 

MH) 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

ttd 

 

 

ANWAR SADAT 

 


